BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.205, 2016

KEMEN-LHK. UPT Konsevarsi Sumber Daya Alam.
Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.02/Menhut-I1I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam,
telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana
Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
51/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan Kesatu atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MENHUT-
I1/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Taman Nasional,

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, telah ditetapkan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanantelah, telah ditetapkan Organisasi
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Mengingat

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5798);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-
2019;
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Memperhatikan:

Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara  Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.171/MenLHK-II/2015 tentang Penunjukan
Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-

RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM.
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam
dan ekosistemnya yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

(2) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang Kepala.

Pasal 2
Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas
penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata
alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan
taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan
penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka
margasatwa, taman wisata alam dan taman buru,;

b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam,
suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;

c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam
hayati;

d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka



